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The objectives of this research are: (1) to find out the effectiveness of the performance 
function of public services in the Secretariat Public Relations Division of Sigi Regency (2) to find 
out the inhibiting and supporting factors and alternative solutions. The basis of the research is a 
survey and the type was qualitative descriptive. The informants totaled 6 people consisting of 
officials/employees at the Secretariat of the Office of Food Crops, Horticulture and Plantation of 
Sigi Regency who were selected purposively. The data were collected through observation, 
interview and documentation then analyzed through qualitative analysis. The results of the 
research show that the performance of apparatus in the Secretariat in carrying out the job is very 
good but still not optimal due to the lack of communication and coordination with the fields so that 
the implementation of the work seemed long, and there was still discrimination in the fields, this 
can be seen from the time of completion of the work and the level of satisfaction of the apparatus 
themselves and also for the public who came to the Office of Food Crops, Horticulture and 
Plantation of Sigi Regency. If there is the delegation of authority and duties to the apparatus that is 
given authority, then the work will be able to run effectively. As well as the apparatus it should also 
be in carrying out their duties always refer to the Standard Operational Procedures that are owned 
so that the work can be completed promptly and there is no buildup of work on certain people only. 




Birokrasi merupakan suatu organisasi 
pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur 
yang memiliki hubungan satu dengan yang 
lain, yang memiliki fungsi, peran, dan 
kewenangan dalam melaksanakan 
pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu 
visi, misi, tujuan, dan program yang telah 
ditetapkan. Fungsi dan peran birokrasi 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1 Melaksanakan pelayanan publik 
2 Pelaksana pembangunan yang profesional 
(merrit system) 
3 Perencana, pelaksanan, dan pengawas 
kebijakan (manajemen pemerintahan) 
4 Alat pemerintah untuk melayani kepentingan 
(abdi) masyarakat dan negara yang netral 
dan bukan merupakan bagian dari 
kekuatan atau mesin politik (netralitas 
birokrasi).    
Aparatur secara sempit diartikan juga 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 
gajinya dibebankan pada APBN dan APBD, 
dan bekerja pada departemen, lembaga 
pemerintah non-departemen, kesekretariatan 
lembaga tinggi negara, instansi vertikal di 
daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, 
kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan 
untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 
Maka dari itu ketika aparatur telah memiliki 
pemahaman yang komprehensif dan dia 
memegang teguh prinsip-prinsip good 
governance secara konsisten maka akan 
terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, 
sehingga mereka mampu bekerja dalam 
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”super-tim” (kekuatan tim kerja) bukan 
”super-man” (kekuatan individu) karena 
sebagai negara yang sedang berkembang 
aparatur pemerintah di Pemerintah Daerah di 
Indonesia menganggap dirinya sebagai ”yang 
serba tahu dan menganggap segalanya serba 
mudah seperti kasus yang sering terjadi di 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi. Ada pula aparatur 
yang tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi 
dari pekerjaannya sehingga banyaknya 
pekerjaan yang terbengkalai dan saling 
berharap satu sama lainnya.  
Dalam kantor Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, 
berhubungan langsung dengan para petani 
masyarakat perkebunan dan masyarakat umum 
maka dari itu sudah seharusnya aparatur yang 
bekerja pada Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi 
mengetahui betul dalam melakukan 
pekerjaannya sangatlah memiliki peranan yang 
sangat penting pada kenyataannya kinerja 
birokrasi masih belum optimal, antara lain 
dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan 
masyarakat, baik menyangkut prosedur, 
kepastian, tanggung jawab, moral petugas, 
serta masih terjadinya praktek pungli yang 
memperbesar biaya pelayanan, dan masih 
kurang profesionalismenya aparatur 
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih 
dianggap sebagai penghambat pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 
Permasalahan lain yang muncul antara lain 
adalah masih tingginya pelanggaran disiplin 
dan tingkat penyalahgunaan kewenangan 
dalam bentuk tindak pidana korupsi, masih 
rendahnya kinerja sumber daya manusia 
aparatur, belum memadainya sistem 
kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi 
pemerintah untuk dapat menunjang 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan secara efisien dan efektif, dan 
belum optimalnya penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi (e-services) di 
setiap instansi pelayanan publik yang 
berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan 
publik.  
Dari uraian diatas dan fenomena yang 
terjadi peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “Kinerja Aparatur 
Pemerintah pada Sekretariat Kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi. 
Kinerja yang baik sangat dibutuhkan 
oleh sebuah organisasi pemerintahan demi 
tercapainya efisiensi, dan produktifitas yang 
tinggi. Kinerja yang buruk mengakibatkan 
pemerintahan tidak berjalan dengan lancar. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Osborne dan Gaebler (1999:182) yang 
menyatakan bahwa “ banyak faktor yang 
menyebabkan buruknya kinerja antara lain 
latar belakang keluarga pegawai, sistem 
pendidikan, sistem anggaran dan sistem 
personalia. 
Dalam mengukur kinerja aparat 
pemerintah harus bersifat multidimensional. 
Menurut Agus Dwiyanto (2002:48) indikator 
yang digunakan untuk mengukur kinerja 
organisasi publik adalah sebagai berikut : 
1. Produktivitas   
2. Kualitas Layanan  
3. Responsivitas  
4. Responsibilitas  




Dalam penelitian menggunakan dasar 
penelitian studi survey dimana objek atau 
masalah yang diteliti kemudian dianalisis 
secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan 
yang terintegritas dengan tujuan akan 
memperoleh informasi dari sejumlah informan 
yang dianggap dapat mewakili populasi.   
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian secara deskriptif Kualitatif. Dimana 
jenis penelitian secara deskriptif, yaitu suatu 
penilaian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan 
data agar pihak lain dapat dengan mudah 
memperoleh gambaran mengenai sifat 






(karakteristik) objek dari data tersebut. 
Sedangkan pendekatan secara kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang atau pelaku yang dapat 
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 
dan individu tersebut secara holistik (utuh). 
Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2007:4) 
mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai  
“prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang diamati 
dari fenomena yang terjadi.” 
 Lebih lanjut Maleong mengemukakan 
(2007:11) bahwa  penelitian deskriptif 
menekankan pada data berupa kata-kata, 
gambar, dan bukan angka-angka yang 
disebabkan adanya penerapan metode 
kualitatif.” Penelitian ini hanya akan 
menggambarkan tentang Kinerja Aparatur 
Pemerintah Pada sekretariat Kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi. 
Informan dalam penelitian ini dipilih 
secara purposive yaitu orang-orang yang 
terlibat secara langsung dan terkait dengan 
pelaksanaan Kinerja Aparatur Pemerintah 
Pada sekretariat Kantor Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi. Adapun informan dalam 
penelitian ini yang dipilih secara purposive 
terdiri dari aparat/pegawai Pada Sekretariat 
Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi antara lain: 
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 
Sigi : Bapak Ir. Mulyadi, M.Si 
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 
Umum :  
Bapak Alfred S. Togalami, S.P, M.P 
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan 
Hortikultura :  
Bapak Muh. Nafri Akbar, S.P 
4. 2 Orang Staf Bagian Umum dan 
Kepegawaian : 
1. Ibu Nurfadlia S.P 
2. Pak Gunawan 
 
Tehnik Pengumpulan Data 
Ada dua aspek yang harus dipahami 
dalam rangka pengumpulan data dalam 
penelitian kualitatif, yaitu teknik pengumpulan 
data dan pencatatan data. Dalam penelitian ini 
untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 
maka peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : 
1. Wawancara (Interview),  
2. Observasi,  
3. Dokumentasi 
Instrumen dalam penelitian 
menggunakan pedoman wawancara atau daftar 
pertanyaan, tape recorder, dan kamera digital 
media lainya seperti koran dan internet untuk 
menjaring informasi secara lebih lengkap dan 
efektif.  
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka 
metode analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif . Melalui teknik tersebut, akan 
digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari 
lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai 
berikut  
1. Reduksi Data 
2. Display Data/Penyajian Data 
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Semua data diolah dengan metode 
kualitatif, dimana sistematika penulisannya 
berdasarkan pada fenomena-fenomena yang 
diamati pada penelitian ini yaitu Kinerja 
Aparatur Pemerintah Pada Sekretariat Kantor 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi, dengan indikator-
indikator pendukung dalam penelitian ini 
diantaranya adalah : 
 
1. Produktivitas  
Konsep produktivitas menurut Agus 
Dwiyanto (2002:48) tidak hanya mengukur 
tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas 
pelayanan. Produktivitas pada umumnya 
dipahami sebagai rasio antara input dengan 
output. Sedangkan Menurut Sondang. P. 
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Siagian produktivitas adalah kemampuan 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 
dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan 
menghasilkan output yang optimal bahkan 
kalau mungkin yang maksimal. Istilah output 
berkaitan dengan efektivitas dalam mencapai 
hasil atau prestasi, sedangkan input berkaitan 
dengan sumber-sumber yang dipergunakan 
berhubungan dengan efisiensi dalam 
mendapatkan hasil dengan penggunaan sumber 
daya manusia yang maksimal. Dalam 
penelitian ini Produktivitas aparat dapat dilihat 
dari efisiensi dan efektifitas aparatur Pada 
Sekretariat Kantor Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, 
dimana : 
a. Tingkat Efisiensi 
- Tingkat Manusia 
- Tingkat Penggunaan Waktu 
- fasilitas dan peralatan  
- Tingkat pelaksanaan rapat koordinasi 
b. Tingkat Efektifitas 
- Target yang dicapai 
- Tingkat keberhasilan atau penyelesaian tugas 
- Tingkat kehadiran atau absensi aparat  
Wawancara yang dilakukan peneliti 
terhadap aparatur yang ada di Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi pada hari senin tanggal 8 
Desember 2018 berkenaan dengan indikator 
diatas yaitu Produktifitas aparatur dalam 
bekerja dan melayani masyarakat yang 
berhubungan atau yang memiliki kepentingan 
pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi sebagai berikut : 
Kepala Dinas Sekretariat Kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi  Bapak Ir. 
Mulyadi, M.Si mengatakan bahwa ; 
“Untuk sekarang semua penempatan Pegawai 
Negeri yang ada di lingkungan Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi menempatkan 
aparaturnya di suatu bidang atau seksi sudah 
sesuai dengan kepatutan ilmu, keahlian dan 
pengalaman kami sebagai aparat,  sehingga 
kami pun dalam bekerja tidak merasa 
kesulitan, artinya adaptasi dengan pekerjaan 
tidak lama, dan pelaksanaan tugas para 
pegawai bisa dengan mudah dikerjakan.” 
(Wawancara, tanggal 7 Desember 2018 ). 
Penempatan aparat sesuai dengan 
keahlian dan kepatutan ilmu yang dimiliki 
aparat itu sendiri sangat berpengaruh pada 
hasil kerja, baik tidaknya hasil dari pekerjaan 
dapat dilihat dari kemampuan aparatur dalam 
melaksanakan pekerjaanya, menurut 
Simamora (1995:500) semakin kompeten dan 
keahlian yang dimiliki oleh masing-masing 
pegawai akan mempengaruhi hasil kerja. 
Menurut pendapat Stepehen P. Robbins 
(1996:218) bahwa : Tingkat kinerja pegawai 
akan sangat tergantung pada faktor 
kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat 
pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana 
dengan kemampuan yang semakin tinggi akan 
mempunyai kinerja semakin tinggi pula. 
Dengan demikian tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan pengalaman yang rendah 
akan berdampak negatif pada kinerja pegawai. 
Peneliti berasumsi bahwa tingkat 
kehadiran atau absensi aparatur sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran dari proses 
pekerjaan aparatur itu sendiri. Menurut Kepala 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi  Bapak Ir. 
Mulyadi, M.Si mengatakan bahwa: 
“ Memang betul kalau menyangkut masalah 
kehadiran Dinas sangatlah ketat jangankan itu 
masalah keterlambatan di apel pagi pun itu 
menjadi suatu masalah bagi aparat. Kami 
disini memiliki tiga kali absen yaitu pagi jam 
7.15, siang setelah istirahat jam 13.30, dan 
sore hari jam 16.00, kami sebagai aparatur 
diatur dalam undang-undang kepegawaian, 
dan kedisiplinan pegawai serta pekerjaan 
yang menuntut kehadiran kami. Jadi kalau ada 
aparatur yang tidak hadir maka itu bisa juga 
menghambat keberhasilan dari pekerjaan 
kami disini,” (Wawancara, tanggal 17 
Desember 2018). 
Dari uaraian wawancara diatas peneliti 
menyimpulkan bahwa tingkat kehadiran 
sangatlah mendukung untuk kelancaran 






pelaksanaan dan penyelesaian tugas kantor, 
Dinas telah menetapkan peraturan yang ketat 
masalah kehadiran aparatur tersebut.  
Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat 
Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi sangat 
memperhatikan nilai produktifitas dalam 
melaksanakan tugas, baik itu dari segi 
efisinsinya (input) maupun segi Efektifitasnya 
(Output). Walaupun sebenarnya masih 
terdapat kekurangan di dalam dinas itu sendiri 
yaitu mengenai penempatan aparatur yang 
tidak tau tupoksinya, hal ini terbukti dengan  
masih saja ada aparat yang tidak tau apa yang 
menjadi tugasnya. Kerja tim yang membuat 
pekerjaan bisa selesai dengan cepat dan 
mendapatkan hasil yang maksimal sehingga 
seluruh aparatur yang ada di Sekretariat 
Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi dituntut untuk 
memiliki tanggung jawab akan keberhasilan 
dan kesuksesan dari pada pekerjaan yang 
diemban, dalam hal ini pekerjaan tersebut . 
 
2. Kualitas Layanan 
 Kualitas Layanan diartikan sebagai bentuk 
kepuasan dari pengguna jasa terhadap 
pelayanan publik, karena kualitas pelayanan 
cenderung penting dalam menjelaskan kinerja 
aparat dalam melaksanakan tugas. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya terjadi kasus 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan dari suatu organisasi publik atau 
instansi yang berhubungan langsung dengan 
para pengguna jasa publik. Hal ini menuntut 
para aparat mengerti dan tahu apa keinginan 
serta siapa pengguna jasa tersebut, dimana 
pengguna jasa itu adalah masyarakat. Kualitas 
layanan dapat dengan mudah diketahui karena 
untuk mengetahui tingkat kepuasan 
masyarakat begitu banyak media massa yang 
mengangkat tema ini, dan dalam diskusi 
publik pun hampir setiap hari selalu 
menjadikan pelayanan sebagai topik 
pembicaraan dimana-mana. 
 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Bapak Muh. Nafri Akbar, S.P 
mengatakan bahwa :  
“Kami mengetahui siapa yang harus kami 
layani, yaitu masyarakat tentunya. Maka dari 
itu kami berusaha untuk melaksanakan 
pekerjaan kami sebaik mungkin, terus terang 
Kami tidak merasa berjasa dengan melayani 
masyarakat petani justru kami berterima kasih 
telah mendapat kesempatan untuk 
melayaninya. Karena dengan melayani 
masyarakat berarti kami dikantor bukan 
hanya duduk-duduk saja dan menerima gaji 
buta, tetapi kami bekerja apalagi itu adalah 
bidang kami yaitu melayani masyarakat 
khususnya para petani yang ada di Kabupaten 
Sigi.” (Wawancara, tanggal 08 Januari 2019). 
Dari hasil wawancara diatas 
mengindikasikan bahwa aparat mengerti dan 
sadar bahwa masyarakat merupakan rekan 
dalam proses pekerjaan mereka, dimana aparat 
menempatkan masyarakat menjadi orang 
terpenting yang harus dilayani karena 
masyarakat pengguna jasa merupakan penilai 
dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
para aparatur di Kantor Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi.  
Aparat yang bekerja di suatu instansi 
yang bergerak di bidang pelayanan sudah 
semestinya tahu bahwa mereka bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal 
ini memenuhi kebutuhan masyarakat petani ini 
aparat juga seharusnya mengetahui sampai 
dimana tingkat kepuasan masyarakat pemohon 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat 
itu sendiri.   Kemampuan suatu instansi 
mengenali kebutuhan masyarakat baik dalam 
kepuasan pelayanan yang diberikan aparatur 
maupun saran untuk perbaikan sistem 
pelayanan salah satunya dengan cara 
menyediakan sarana Kotak saran dan aduan 
seperti yang dilakukan oleh Kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi. Wawancara 
peneliti dengan salah satu informan yaitu 
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Bapak Agus selaku masyarakat petani 
mengatakan bahwa : 
“Sebenarnya mereka (aparatur) bekerja 
melayani masyarakat jadi mereka bisa melihat 
dari sikap kami sebagai petani apakah kami 
sudah merasa puas atau tidak dengan 
pelayanan yang mereka berikan. Dan mereka 
juga harus bisa menerima segala aduan atau 
saran dari kami secara langsung iya kan de?” 
(Wawancara, tanggal 28 Januari 2019) 
Penyediaan sarana aduan dan saran 
sangatlah penting untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan suatu instansi dalam melayani 
petani dan masyarakat umum tersebut. Akan 
tetapi kotak aduan dan saran ini saja belum 
cukup untuk mengetahui tingkat kualitas 
layanan. Banyak cara misalkan dengan 
memasang panflet atau menyebarkan brosur 
tentang pertanian, serta kemudahan dalam 
proses mengenai bantuan-bantuan untuk para 
petani, dan lain sebagainya. Hal ini dapat 
dilakukan untuk menarik minat seluruh lapisan 
masyarakat untuk dapat menjadikan lahan 
mereka menjadi lahan pertanian yang 
menghasilkan hasil yang baik. 
Masyarakat bisa siapa saja, baik itu 
masyarakat yang dikategorikan sebagai 
pejabat, pengusaha, pedagang, masyarakat 
biasa, dan lain sebagainya. Mereka semua 
harusnya mendapat perlakuan yang sama yaitu 
dilayani tanpa ada diskriminasi, karena pada 
dasarnya mereka mau diperlakukan secara adil 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila 
ada hal-hal yang dapat memudahkan dalam 
pelayanan sebaiknya disosialisasikan atau 
diberitahukan secara jelas, begitu juga jika ada 
hal-hal yang sekiranya dapat menghambat 
proses pelayanan juga diberitahukan secara 
jelas, sehingga masyarakat faham dan 
mengerti serta berusaha untuk mendapatkan 
kemudahan dalam pelayanan tersebut. 
Dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan di atas peneliti dapat menarik 
kesimpulan bahwa tingkat kepuasan petani dan 
masyarakat umum  merupakan salah satu 
pengukur  baik dan  tidaknya kualitas layanan 
kinerja aparat di Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi 
yaitu, dan hal tersebut dapat diketahui melalui 
sarana Kotak saran dan aduan, pembedaan 
perlakukan dalam proses waktu penyelesaian 
pekerjaan permohonan masih ada, walaupun 
tidak terlihat secara nyata, sehingga hal 
tersebut bisa saja merusak citra aparat  itu 
sendiri, dan bisa membuat kualitas dari 
pekerjan mereka menjadi buruk, akan tetapi 
diskriminasi yang terjadi di Dinas Tanaman 
pangan Hortikultura Kabupaten Sigi yaitu, 
tidak seperti beberapa tahun-tahun yang lalu 
karena hanya sebagian kecil dari pegawai saja 
yang masih melakukan diskriminasi tersebut. 
Budaya itu susah untuk  dihilangkan karena 
beberapa faktor antara lain faktor keluarga, 
kedekatan serta kewenangan. 
 
3. Responsivitas 
Menurut Dwiyanto konsep responsivitas 
yang diterapkan pada urusan publik dan 
dikerjakan oleh organisasi birokrasi publik 
adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Responsivitas dimasukkan 
sebagai salah satu indikator kinerja, karena 
responsivitas secara langsung menggambarkan 
kemampuan tujuannya, terutama untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Responivitas yang rendah ditunjukkan dengan 
ketidakselarasan antara pelayanan dengan 
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas 
menunjukkan kegagalan organisasi dalam 
mewujudkan misi dan tujuan organisasi 
publik. Organisasi yang memiliki responsivitas 
rendah dengan sendirinya memiliki kinerja 
yang jelek pula. Selanjutnya konsep respon 
atau responsivitas adalah kemampuan 
birokrasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan, serta mengembangkan program-
program pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 






daya tanggap birokrasi terhadap harapan, 
keinginan dan aspirasi, serta tuntutan 
pengguna jasa. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara peneliti dengan beberapa informan 
baik itu aparatur di kantor Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi yaitu, maupun masyarakat 
umum dan petani. 
Didalam melaksanakan pekerjaan 
aparatur dikantor Dinas Tanaman pangan 
Hortikultura Kabupaten Sigi yaitu, sangat 
memperhatikan keinginan dari masyarakat, 
dari hasil wawancara dengan salah satu staf 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi yaitu Ibu 
Nurfadlia mengatakan bahwa: 
“Dalam rangka meningkatkan citra pelayanan 
dikantor ini, kami selalu ditekankan oleh 
pimpinan untuk selalu tangap pada 
permasalahan yang dikeluhkan oleh 
masyarakat pemohon ijin. Apabila ada 
pengaduan dari pemohon, kami akan segara 
menindaklanjutinya. Kami sangat  
memperhatikan komplain dari mayarakat 
pemohon  yang merasa hasil kerja kami dan 
pelayanan yang kami berikan kurang atau 
tidak sesuai dengan harapan mereka.” 
(Wawancara, tanggal 18 Februari 2019). 
Dari hasil wawncara diatas menunjukkan 
bahwa  daya tanggap aparatur  Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi merupakan cerminan dari 
pencitraan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat petani yang ada di Kabupaten Sigi, 
karena dengan kesigapan aparatur dalam 
menindak lanjuti atau menyelesaikan segala 
bentuk komplain atau keluhan dari masyarakat 
dapat membuat kinerja aparat bisa lebih 
terarah. 
Dari hasil wawancara diatas dapat 
disimpulkan bahawa aparat kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi, sangat peduli dan 
memperhatikan komplain dari masyarakat 
dalam hal ini adalah masyarakat petani yang 
ada di Kabupaten Sigi, serta mencari solusi 
untuk hal tersebut. Walaupun solusi yang 
diberikan oleh aparat kadang tidak sepenuhnya 
diterima oleh masyarakat petani tersebut. 
Saran dan aduan tidak hanya diketahui melalui 
Kotak saran dan aduan yang disediakan oleh 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi, Para aparatur di 
kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi juga sangat 
sigap apabila ada masyarakat yang datang 
langsung untuk mengajukan keberatan atas 
kinerja para aparatur. Walaupun dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada tidak 
sepenuhnya diterima oleh masyarakat petani 
maupun masyarakat umum. 
 
4. Responsibilitas 
Responsibilitas diartikan sebagai kinerja 
organisasi, lembaga, atau institusi dalam 
melaksanakan kegiatan organisasi publik atau 
dalam melaksanakan program kerja  dilakukan  
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 
yang benar atau sesuai dengan ketentuan 
administrasi yang telah ditetapkan oleh 
peraturan yang berlaku. Hal ini menuntut para 
aparat bekerja dengan baik serta harus sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai 
aparat.  Struktur birokrasi pada prinsipnya 
merupakan suatu gambaran akan tugas pokok 
dan fungsi setiap organisasi. Melalui struktur 
organisasi akan diperoleh kejelasan menganai 
batasan kewenangan, tugas dan 
tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat di 
dalam sebuah institusi. Seperti yang di 
ungkapkan oleh Kepala Sub bagian Umum dan 
kepegawaian Bapak alfred S. Tolagami, S.P. 
M.P bahwa : 
“Struktur birokrasi dikantor ini sebetulnya 
sudah bagus, diharapkan struktur birokrasi ini 
akan mampu mewujudkan kinerja yang bagus 
pula,  namun kedepannya memang masih 
perlu diadakan suatu upaya penyempurnaan 
sehingga aspek-aspek yang merupakan 
aspirasi dari masyarakat dapat ditampung. 
(Wawancara, tanggal 26 Februari 2019 ). 
Struktur birokrasi atau struktur 
organisasi merupakan salah satu media untuk 
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mempermudah dalam melakukan pekerjaan, 
menyelesaikan permasalahan yang timbul dan 
pengambilan keputusan atau kebijakan dengan 
medistribusikan tugas-tugas kepada setiap lini 
sesuai dengan tupoksinya maing-masing. 
Struktur birokrasi  yang dibentuk dapat 
mendukung aparat untuk berkinerja tinggi.  
Hal yang berbeda diungkapkan oleh 
salah satu informan bapak Gunawan bahwa: 
“Struktur birokrasi di Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi menurut saya masih kurang 
baik, karena masih ada pegawai yang belum 
dan tidak tahu tupoksi mereka, yah ada  
beberapa pegawai yang bekerja nanti disuruh 
baru kerja.” (Wawancara, tanggal 27 februari 
2019) . 
Struktur organisasi sangat mendukung 
dalam pencapaian kinerja yang baik, akan 
tetapi hal itu tergantung dari pegawainya 
masing-masing dalam mengetahui tugas pokok 
dan fungsi mereka dalam bekerja. 
Hal yang sama pula dikatakan oleh Ibu 
Nurfadlia yang merupakan Pegawai dan staf 
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mengatakan : 
“Kita tidak berani memberikan informasi atau 
jawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah yang telah ditetapkan, karena 
Peraturan Pemerintah tentang pelayanan 
kepada masyarakat petani itu merupakan 
acuan kami dalam pekerjaan kami”. 
(Wawancara, Tanggal 28 Februari 2019). 
Didalam melaksanakan tugas kami 
selalu bekerja berdasarkan dengan adanya 
Surat Keputusan (SK) dimana Surat 
Keputusan dari Kepala Dinas tersebut 
dikeluarkan merupakan bukti legalitas bagi 
pemegang ijin dan dalam pelaksanaan 
penerbitan tugas masing-masing dari aparatur 
yang ada di Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, 
para aparat bekerja harus sesuai dengan 
prosedur dan mekanisme yang telah 
ditentukan. Dimana para aparat juga dalam 
bekerja memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP). 
Dari hasil wawancara dengan informan 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pekerjaan kantor berdasarkan pada mekanisme 
prosedur dan peraturan yang menjadi acuan 
bagi setiap aparat yang bertugas. Aparatur 
yang bertugas pun diatur dalam suatu aturan 
yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), 
dengan adanya Standar Operasional Prosedur 
dan mekanisme yang jelas akan diperoleh hasil 
pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan dan 
tentunya akan memuaskan semua pihak. 
Proses penyelesaian pekerjaan yang 
menghabiskan banyak waktu sebenarnya dapat 
diminimalisir atau ditekan jika pelimpahan 
wewenang dan tugas lain diberikan kepada 
pejabat-pejabat yang adadikantor pada saat 
yang dibutuhkan sehingga dapat berjalan 
efektif serta petugas dalam menjalankan 
tugasnya selalu mengacu pada prosedur kerja 
SOP yang dimiliki, sehingga pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak 
terjadi penumpukan pekerjaan pada orang-
orang tertentu saja. 
Dengan pelayanan yang baik dan lancar 
akan berdampak pada ketepatan waktu dalam 
penyelesaian pekerjaan. Memang, tidak seratus 
persen semua pekerjaan dapat selesai tepat 
pada waktunya, karena pekerjaan tersebut 
harus  sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Hambatan utama yang sering menimbulkan 
keterlambatan dalam penyelesaian pekrjaan 
salah satunya adalah tidak adanya koordinasi 
antar aparatur dan bidang-bidang. Di samping 
itu banyaknya kegiatan pimpinan 
mengakibatkan tertumpuknya surat-surat yang 




Akuntabilitas dalam pengertian di sini 
adalah bagaimana Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi 
melalui aparaturnya dalam memberikan 
pelayanan secara transparan dan jelas seperti 
dalam salah satu asas pelayanan yaitu asas 
keterbukaan. Dalam hal ini keterbukaan  
informasi tentang tugas dari masing-masing 






aparatur, transparansi pemakaian biaya, 
prosedur dan data. 
Dalam pelaksanaan pekerjaan dan 
melayani masyarakat, aparatur Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi harus paham dan  tahu tentang 
segala bentuk aturan yang menjadi landasan 
dan acuan bagi aparat dalam bertugas, 
misalkan  
Setiap aparatur pelayanan memiliki 
standar pelayanan yang menjadi acuan serta 
panduan dalam bekerja dan dalam 
memberikan informasi kepada aparatur dan 
masyarakat pada umumnya. Sehingga setiap 
informasi yang diberikan oleh aparat memiliki 
dasar hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan, hal inilah yang dilakukan oleh 
aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Salah 
seorang masyarakat umum yaitu ibu bapak 
Agus mengatakan bahwa : 
“pegawai dikantor ini tyelah memberikan 
layanan yang ramah kepada saya, dan setiap 
saya mengajukan pertanyaan mereka 
kelihatan berusaha menjawab dengan 
jawaban yang bisa memuaskan, akan tetapi 
ada juga aparat yang menjawab sesuai 
dengan pengalaman mereka.” (Wawancara, 
tanggal 8 Oktober 2012). 
Dari hasil keseluruhan wawancara diatas 
menujukkan bahwa akuntabilitas di Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi masih kurang, ini 
terlihat dari kurang transparanya informasi 
serta biaya, sosialisasi atas aturan yang dibuat 
oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi itu sendiri masih 
sangat kurang, baik itu terhadap aparatnya 
sendiri maupun terhadap masyarakat yang ada 
di Kabupaten Sigi, sehingga masih ada 
aparatur yang belum mengetahui adanya 
aturan-aturan baru yang disahkan dan harus 
dilaksanakan, sehingga yang terjadi adalah 
para aparat masih berpatokan pada aturan yang 
mereka ketahui saja, sehingga banyak 
pekerjaan yang jadi rancu, serta banyaknya 
terjadi keluhan dan aduan dari masyarakat,  
padahal aturan-aturan dibuat untuk 
memudahkan pelaksanaan pekerjaan di 
wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan Kabupaten Sigi itu sendiri. 
Walaupun sebenarnya ada kebijakan yang 
diambil oleh Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi 
yang merupakan wujud untuk kelancaran 
proses pekerjaan itu sendiri, serta untuk 
memajukan Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan yang ada di Kabupaten Sigi. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan Hasil analisa data penelitian 
dan pembahasan yang dilakukan pada bab 
sebelumnya tentang Kinerja Aparatur 
Pemerintah pada Sekretariat Kantor Dinas 
Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa kinerja aparatur 
bagian Sekretariat dalam melaksanakan 
pekerjaan kantor sudah sangat baik akan tetapi 
masih belum optimal ini disebabkan karena 
kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan 
bidang-bidang sehingga pelaksanaan pekerjaan 
terkesan lama, serta masih adanya diskriminasi 
pada bidang-bidang dalam bekerja ini 
disebabkan adanya unsur budaya lama dan 
faktor kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari 
waktu penyelesaian pekerjaan dan tingkat 
kepuasan dari aparaturnya sendiri dan juga 
bagi masyarakat umum yang datang ke Kantor 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Sigi. Serta jika ada 
pelimpahan wewenang dan tugas pada 
aparatur yang diberi kewenangan  maka 
pekerjaan akan dapat berjalan efektif. Serta 
aparatur juga sudah seharusnya dalam 
menjalankan tugasnya selalu mengacu pada 
prosedur kerja SOP yang dimiliki, sehingga 
pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan 
pada orang-orang tertentu saja. 
 
Rekomendasi 
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Berdasarkan pada hasil pembahasan dan 
kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian 
ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Lebih meningkatkan sosialisasi, 
komunikasi dan koordinasi diantara aparat/ 
pegawai baik itu aparat yang ada di 
sekertariat maupun aparatur yang ada di 
bidang-bidang,  
2. Prosedur dan mekanisme/birokrasi yang 
terlalu panjang dan berbelit-belit harus bisa 
dirubah menjadi lebih singkat namun tidak 
mengurangi kualitas dari proses 
pelaksanaan pekerjaan.  
3. Disarankan agar aparatur lebih transparan 
dan jelas dalam memberikan informasi. 
4. Disarankan pada bagian Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Sigi hendaknya Konsisten 
dengan aturan yang ada, dan 
memperlakukan semua aparatur sama dan 
adil tanpa ada diskriminasi. 
5. Disarankan agar ada pelimpahan wewenang 
sehingga tidak terjadi penumpukkan 
pekerjaan pada satu orang saja. 
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